
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BATU

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA  BATU,

Menimbang : a.  bahwa untuk  menindaklanjuti Keputusan  Menteri

Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan

Rincian  Alokasi  Dana  Alokasi  Khusus  Nonfisik

Bantuan  Operasional  Kesehatan  Subjenis  Bantuan

Operasional  Kesehatan  Pengawasan  Obat  dan

Makanan  dan  Subjenis  Bantuan  Operasional

Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi

Dana  Alokasi  Khusus  Nonfisik  Dana  Ketahanan

Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional

Penyuluh  Pertanian  Tahun  Anggaran  2025  dan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025

tentang  Penyesuaian  Rincian  Alokasi  Transfer  ke

Daerah  Menurut  Provinsi/Kabupaten/Kota  Tahun

Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam

Pelaksanaan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja

Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun  Anggaran  2025,  serta  memfasilitasi  usulan

Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  perlu  untuk

melakukan pergeseran anggaran untuk meningkatkan

aktivitas  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban

kegiatan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah

Tahun Anggaran 2025;

b.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud  dalam  huruf  a,  perlu  menetapkan

Peraturan Wali  Kota tentang Perubahan  Kedua  atas

Peraturan Wali Kota Nomor  33 Tahun 2024  tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara

SALINAN
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Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2001  tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2001  Nomor  91,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2003  Nomor  47,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)
sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023
tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja  Menjadi  Undang-Undang  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2021  Nomor  246,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6736);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan  kepada Partai  Politik  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  18,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah  Nomor  5 Tahun 2009  tentang  Bantuan
Keuangan  kepada  Partai  Politik  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar  Akuntansi  Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2010  Nomor  123,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak  Keuangan  dan  Administratif  Pimpinan  dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor  106,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
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Nomor  6057)  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023  tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan  dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6847);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi  Kebijakan  Fiskal  Nasional  (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2024  Nomor  2,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6906);

12. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  70  Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang  Klasifikasi,  Kodefikasi,  dan
Nomenklatur  Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun
2020  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15  Tahun
2024  tentang  Pedoman  Penyusunan  Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran
2025  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 648);

16. Peraturan Daerah Kota  Batu  Nomor 4  Tahun 2024
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran
Daerah Kota Batu Tahun 2024 Nomor 4/A);

17. Peraturan Daerah Kota  Batu  Nomor 5  Tahun 2024
tentang  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2024 Nomor 5/A);

18. Peraturan  Wali  Kota  Batu  Nomor  33  Tahun  2024
tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana
telah  diubah dengan Peraturan Wali  Kota  Nomor  3
Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali
Kota  Nomor  33  Tahun  2024  tentang  Penjabaran
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Tahun
Anggaran 2025;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG  PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal  I

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran

III  Peraturan  Wali  Kota  Nomor  33  Tahun 2024  tentang

Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah

Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan  Wali  Kota  Nomor  3  Tahun  2025  tentang

Perubahan  atas  Peraturan  Wali  Kota  Nomor  33  Tahun

2024  tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan

Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2025  diubah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,  Lampiran II,

dan  Lampiran  III  yang  merupakan  bagian  tidak

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan  Wali  Kota  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal
diundangkan.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Wali  Kota  ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

      Ditetapkan di  Batu
      pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. WALI KOTA BATU,
ttd

ARIES AGUNG PAEWAI
Diundangkan di Batu
pada tanggal 17 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,
ttd
ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2025 NOMOR.5/A
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Batu

${ttd}

Rr. MARIA INGE SS., S.H., M.H.
Pembina Tk.1

NIP. 19761005 200003 2 001
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